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BUPATI LANGKAT
PROⅥNSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR lθ TAHUN 2018

TENTANG

PENURUNAN STUNTING

BUPATI LANGKAT,

Menilnbang :  a.  bahwa untuk inelaksanakan ketentuan dalanl Pasa1 15

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang

Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;

bo  bah蒻ヽ kttadian stunting pada balita masih banyak

tettadi  di  Kabupaten  Langkat  sehingga  dapat

menghambat upaya peningkatan kesehatan

Mengingat;

masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya

marrusia;
c. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang

bersifat multi dimensi dan intervensi paling
menentukan pada 1.000 hari pertama kehidupan;

d, bahwa masyarakat sangat membutr-rhkan informasi
untuk menjaga status kesehatan dan gizinya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d
perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat Tentang
Penurunan Stunting;

Undang-Undang Nomor 7 'lahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Le.mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor
144, Tanrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2Ol2 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor
227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5360)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran

:1.

2.

3.

4.
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Ncgara Rcpublik lndonesia Nomor 5657), sebagailnana
telah diubah bcberapa kali tcrakhir dengan Undang―
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tcntang Pcrubahan Kedua
atas Undang―Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pcmcrintahan  Daerah  (Lcmbaran  Negara  Rcpublik
lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Ncgara RcPublik lndoncsia Nomor 5679);

5。  Peraturan Pemcrintah Nomor 5 Tahun 1982 tcntang
Pcrnindahan lbu Kota Kabupatcn Dati H Langkat dari
wilayah Kodya Dati H Bittai Ke Kota Stabat dalam
wilayah Kabupaten Dati II Langkat(Lcmbaran Negara RI
Tahun 1982 Nomor 9);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Perubahan  Batas  Wilayah  Kodya  Dati  H  Bil巧 ai,
Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli
Serdang(Lcmbaran Negara 121 Tahun 1986 Nomor II,
Tambahan Lcl■baran Ncgara RI Nomol・ 3323);
7. Pcraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang
Gerakan Nasional Perccpatan Pcrbaikan Gizi(Lcmbaran
Ncgara Rcpublik lndoncsiaTahun 2013 Nomor 100);
8. Pcraturan Mentcri Pertanian Nomor 4 tahun 2010 tentang

Sistcm KじwasPadaan Pangan dan Gizi;

9。  Peraturan Mentcri Kcschatan Nomor 75 Tahun 2013
tentan_QAngka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa lndoncsia.

10.Peraturan Mente五  Kesehatan Nomor  23 Tahun 2014
'   tentang Upaya Perbaikan Gizi;

11.Peraturan Mcntcri Kcschatan Nomor 25 Tahun 2014
tentang Upaya Kesehatan Anak;
12`Pcraturan Mcntcri Kcschatan Nomor  41 Tahun 2014
tentang Pcdoman Gizi Seirnbang;

13.Pcraturan  Dacrah  Nomor  6  Tahun  2016  tentang
Pcmbcntukan  Perangkat  Daerah  Kabupatcn  Langkat

(Lcmbaran Dacrah Tahun 2016 Nomor l, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menctapkan:PERATURAN BUPATI TENTANG PENURUNAN STUNTING.

BAB I
KETENTLIAN LIMIJM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat. /2. Pemerintah Daerah adaiah Bupati Sebagai lJnsur n/
Penyelenggara Pemerintah Daerah yang rnenjad,f{
keutenalrgan daerah olonom. /

3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten

Langkat.
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5. Kepala Dinas adaiah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Langkat.
6. Stunting (dibaca stanting) adalah kondisi gagai tumbuh

pada anak anak akibat dari kekurangan gtzi krorris,

sehingga anak terlalu pendek untuk usianya'

7. Intervensi Gizi spesifik adalah intervensi yang ditujukan

kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan,

pada umumnya diiakukan oleh sektor kesehatan, dan

bersifat jangka Pendek.
g. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan

melalui berbagai kegiatan pernbangunan di luar sektor

kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.

Q. lpa5ra perbaikan *zi adalah kegiatan dan,/atau

serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu,

terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara

dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk
upaya promotif, preventif, kuratif malrpun rehabilitatif
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

dan/atau masyarakat.
1O. Surveilans gizi adalah pengamatan secara teratur dan

terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap

semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun
penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk
kepentingan pencegahan dan penanggulangan.

L 1. Penyakit degeneratif adalah istilah medis untuk
*--;-1^-lrnn crrn*r, ----,^!-ir rrana 

-,,^^,,1 ^l-;tr-^+rrlurrJUraDsqrr DuqLu yLrrJ aNL J (:lr15 ll'rLllruLlt G-AllJ(],L yr \J!5\;D

kemunduran fungsi sel tubuh yaitu dari keadaan normal
menjadi lebih buruk. Penyakit ini antara lain : diabetes
mellitus, stroke, jantung koroner, kardiovaskuler,
dislipidemia, gagal ginjal, dan sebagain5ra.

12. Tenaga Gizi terlatih adalah tenaga gizi iulusan
pendidikan formal gizi, minimal lulusan Diploma III Gizi
yang memiliki sertifikat pelatihan gizi tertentu.

13. Petugas Gizi adalah Tenaga Gizi atau orang yang peduli
gizi yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan.

14. Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan
diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam
penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna
memberdayakan masyarakat dan memberikan
kemudahan kepada masyarakat daiam mempei-o
pelayanan kesehatan dasar untuk mem
penurunan angka kematian ifop dan harri

15, Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah
hidup yang mengandung sel-sel darah

calra n

Dutih,
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imunoglobulin, enzirn dan hormon, serta protein spesi{ik,
dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk
pertumbuhan dan perkembangan anak.

BAB II

AZAS,TUJUAN DAN MAKSUD

Pasai 2

Azas-azas penurllnan stunting adalah:
o kerlinrlalz nanaf rla- alzrrrof arfinrra rlalo- rrharro!f(ur Lrarur cLL, Lrl LrrrJ cr L{yca-} L1

penururnan stunting, tenaga gizi terlatih harus bertindak
sesuai prosedur tetap pelaJranan gizi dan kode etik profesi:

b. penguatan kelembagaan dan kerja sama; artinya dalam
upaya penurunan stunting tidak hanya dapat dilakukan
secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan
sektor dan program lain;

c. transparansi, artinya azas yarrg menentukan bahwa dalam
segala hal yang berhubungan dengan penurunan stunting
}.anrc dilol-rrl-on cF^ara farl-rrrl.,,L' [IU i\ U T\UI1 UUU(J LI LUI U U I\Lt,

d. peka budaya, artinya azas yang menentukan bahwa dalam
segala hal yang berhubungan dengan penurLtnan stunting
harus memperhatikan sosio budaya gizi daerah setempat;
dan

e. akuntabilitas, artinya azas yang menentukan bahwa
dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan
stunting harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 3

Penumnan stunting bertujuan untuk meningkatkan status
gizimasyarakat dan kuaiitas sumber daya manusia.

Pasal 4

Penurunan stunting dimaksudkan untuk meningkatkan
mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat melalui:
a. perbaikan pola konsumsi makanan;
b. perbaikan perilaku sadar gizi;
c. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai

dengan kemajuan ilmu dan teknoiogi; dan
d. peningkatan sistern ke'raspadaan pangan Can gizi,

BAB IH

PImR PENURUNAN STUNTING

Pasa1 5

Aksi bersama dan terobosan untuk penurunan stunting
dilakukan melalui beberapa pilar yang meliputi:
a- komitmen dan visi pimpina-n da,era,h;
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b. kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan
perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;

c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program
nasional, daerah dan masyarakat;

d. mendorong kebijakan nutitionalJood seanity; dar.
e. pemantauan dan evaluasi.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Tl--^-- T:--.1----r\ud.rrB LrrrBr1.ulJ

Pasal 6

Ruang iingkup penurunan stuniing berkai*,-an ciengan
intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.

Bagian Kedua

Sasaran

Fasal 7

(1) Sasaran kegiatan penurunan stunting, meliputi:
a. sasaran rrntuk intervensi gizi spesifik; dan
b. sasaran untuk intervensi gizi sensitif;

(2)Sasaran untuk intervensi gizi spesifik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. ibu hamil;
b. ibr-r menwrsr-ri cl-an a.na-k diba.wa.h r;sia- 6 br-rla.n; cl.an- - -- ------J

c. ibu menyusui dan anak usia 6 - 23 bulan.
(3) Sasaran untuk intervensi grzi sensitif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu masyarakat umum,
khususnya keluarga.

Bagian Ketiga

Kegiatan

Faszri E

(1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil
oolraaaimo-o rlimal.o.r.l .{-lorm Dao^l '7 nrtaf /O\ Lr'-"f ^ovuq6qfrrrarq urrllc(r\ouu Lr4rurlr r qu4r r qJuv \4i ,a Lii uj a,

meliputi:
a. memberikan makanan ta-mba-ha-n pa-da ibr-r ha-mi1

untuk mengatasi kekurangan energi dan protein
kronis:

b. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat'
c. mengatasi kekurangan iodium;
d. menanggulangi kecacingan pada ibu hamil; dan
e. rnelindungi ibr-r harnil dari rnalaria.

(2) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu
men5rusui dan anak dibawah usia 6 bulan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:
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a. mendorong inisiasi men1rusu <iini (iiviD); cian

b. mendorong pemberian ASI Eksklusif.
V--r.^L.-.- i.-L^..-.--.--: -:-: -----:C1- -1 -----.- -- :1---ncBrir"Lir.rr lrrLtrr vErrtiL BwL ripcsul.}l. utrrrBarr sd,tiir.r ic.ll ruLl

dimsrksud Calam Pasal 7 ayat. (2) huruf c, meliputi:
a. mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia

2.3 br-rlan didampingi oleh pemberia-n makanan
pendamping ASI (MP-ASI);

b. men5rediakan obat cacing;

c. menyediakan suplementasi zink;
d. melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan;
e. memberikan perlindungan terhadap malaria;
f. memberikan imunisasi lengkap; dan
g. melakukan pencegahan dan pengobatan diare.

Kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran
masyarakat umum sebagaimana ciimaksuci ciaiam Pasai 7

ayat (3), meliputi:
-l: -1-- -- -1 - -- - -r:1-- -- -1-- -l - -:-- l- ----:1^ -d. Iutrrlycqrir.Isir.ll LIaII ltlglLlir"sLllS.irJI art'sc$ pa(Ia alr ucrsul,

b. menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
^ *ol^lzt,lzaa fa*+ifil:aoi l-.^trr^n h^6d^6rV. llr' 4Mllur M Lllll\q9l UAlIqlI uQrr6qr,

d. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan
Kelttaroa Rerenr.ane fI(R'l .
-------o- -- \'--t,

e. menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);

f. men5rediakan Jaminan Persa-linan Universal
(Jampersal);

g. memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
h. memberikan pendidikan anak usia dini universal;
i. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
j. memberikan edukasi kesehatan seksual dan

reproduksi, serta gizi pada remaja;
k. menyeciiakan bantuan cian jaminan sosiai bagi

keluarga miskin; dan
t .-- -.-l-- -.1-- a1--.- 1--t^1- - -- - ---.- -l - -- --:_,-l. ru.crurrB,b.aLKil.lr rttrLarrarlarr pairgai.r u.an gizi.

BAB V
PENDTTKATAN

Bagian Kesatu
Kennandirigll (9lr r arrra

Pasal 9

(1) Dalam upaya penurLlnan
edukasi kesehatan dan
keiuarga.

stunting dilakukan strategi
gtzi melalui kemandiri

dimaksr-rd oada arraf ('! I rlilalarlran ferlrait rr6A\zA nrnrnolif
dan preventif melalui intenrensi perubahan perilaku

(4)

(2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi seba
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individu dan masyarakat, serta yang menyentuh sasaran
yang paling utama yaitu keluarga.

(3) kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan
keluarga untuk mengenali, menilai dan meiakukan
tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga
kesehatan dan comm-,-tnita proutder, secara berk-ala.
kontinyu dan terintergrasi.

(4) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat
(i) dapat dilihat dari berbagai indikator, yang meliputi:
a. sejauh mana keluarga menyadari pentingnya

kesehatan dan gizi;
b. sejauhmana keluarga mengetahui apakah anggota

lrelrrqrcanara mFnoelqrni rnasalah Lecehafarr Aan ot,zi'

c. keluarga mengetahui apa yang harus dilakukan; dan
d. keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses

pelayanan kesehatan yang disediakan.

Bagian Kedua

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasai i0
(1) Dalam upaya mempercepat penurunan stunting

cl-il a-kr-r ka-n ge r a-kan m a syara-ka t h id u p se h a.t.

(2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakar-r untuk
mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif
masalah stunting serta meningkatkan produktivitas
masSrarakat.

(3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. peningkatan aktivitas fisik;
b. peningkatan perilaku hidup sehat;
c, penyediaan panga-n sehat da.n percepata-n perhaikan

gizi;
d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
f. peningkatan edukasi hidup sehat.

(4! Gerakan masyarakat hidtrp sehat sebaga-ima-na
dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oieh Dinas dan
seluruh Organisasi Perangkat Daerah terutama guna
penurunan stunting.

Bagian Ketiga

Gerakan Seribu Hari Pertama Keiridupan

Pasal ll

(1) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan
komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan
masyarakat sebagai gerakan partisipasi r:ntr-rk
percepatan penurunan stunting.
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Gerakan sebagaimana ciimaksuci pacia ayat (i) meiaiui

penggalangan partisipasi dan kepedulian para

pe-rr',gkrr kepentingan secAra terencana dan

terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi lantn maupun

bayi pada seribu hari pertama kehidupannya'

Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dalam bentuk antara lain meliputi:

a. penandatangan pakta integritas oleh Pemerintah

Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan
+ ^-1 -^.i +.LUI A4T L,

b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik
formil maupun informil;

c. kampanye di berbagai media;
d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduii

,-^.^ ^!..-+i--. -l^-
PCrrLu Llrr,d"r1 DLL{rlLlr16, L,tdlr

e. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.
Gerakan sebagaimana dimaksud pada avat (1)

dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dimasukkan dalam rencana strategis Dinas Kesehatan
dan didukung anggaran Dokumen Pelaksanaan
Anacaran IT'fpAl DpranaVot T.\aeral-t a/ond tcrlro\t

RAB VI

EDUKASI, PELATiHAN DAN PENYULUHAN GIZI

D^^:^- T/^^^+,,ua6tarr l\voaLu

Edukasi Gizi

Pasal 12

Edukasi gizi diselenggarakan dalam upaya menciptakan
pemahaman yang sama tentang hal-hal yang terkait
dengan gizi.
Edukasi gizi, scbagaimana dimaksud pada a1,ai (1)
meliputi;
a. pengertian gizi;
b. masalah gizi;
c. faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi; dan
d. praktik-praktik r*ang baik dan bcnar untuk

memperbaiki kead aan gizi.
(3) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan secara periodik oleh Dinas Kesehatan. /
,/

!)^-:^- tr^.;--^ a)/r_rd.Bldrr nct-ri_i& 
Af

Pelatihan Gizi /
t.

Pasal 13

(1) Pelatihan gizi diselenggarakan dalam upayapeningkatan pengetahrlan, pemahaman cian

(3)

(4)

(5)

の
´
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keterampiian Petugas Gizi cian masyarakat ciaiam upaya
penurunan stunting yang berkualitas.
Pelatihan gizi sehagaimana riimaksr:d pada avat (1)

diselenggarakan secara periodik oleh Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga

Penymluhan Grzi

Pasal 14

Penyuluhan gizi kepada masyarakat daiam upaya
penurunan stunting diselenggarakan di dalam gedung
dan di luar gedung.
Dpnrnrlrrlran nioi 

^i 
.1 olom crer'lrrnc' qehaatnin'1nneigiiJ'viiiiiir:'ii 6iri ui u-iqiit uvvq6qrrrrq'(ru

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konseling gizi
di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan
lainnyasebagai bagian dari upaya kesehatan
perorangan.
n^---.1,.L^- -:-: A: ',|"^- 

-^1..-- ^^L^-^.'.-^-^ ,J:.-^1-^..,Ji-uiiJ Liiiifrdll I3LLL ut lud.l 6uuLrrrE DUUcl.Sarrrratl4 urrrraNsuu

pada ayat (1) dilakukan di Posyandu dan pertemuan-
pertemuankelompok- kelompok masyarakat.
Penyuluhan gizi dalam upaya penurunan stuuting dapat
dilakukan di rumah sakit dalam bentuk konseling gtzi dt

-^---^t :-^- l^- -r::-+! ;-!-- - --t^r ijalLB, IawaL rrr.1P !r.a-rl I Llarr6 l.r.w.1L Jd,l4rr Ds.t L.1

penyuluhan kelompok di ruang rawat jalan.

DAD Vll

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 15

Penelitian dan pengembangan gizi dilakukan guna
menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat
guna di bidang gizi dalam rangka menentukan
:^+^--^^^: --^-r l^-^4 ..^^- ^+..-+:-^lllLgr vEr.lsr Jd,rr5 LcPd"L yurrur Llr.r.d-ll SLLrrlLlr16.

Penelitian, pengembangan dan penerapan ha-sil
penelitian gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma
yang beriaku dalam masyarakat.

BAB VIII
PELIMPAHAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 16

Ill Rrrnafi melimnnhken \r/Fwenens den fensottrtrt\-, - -_r--_-- ------_--l' '- " ----___o ----_oo-_--a

penurunan stunting kepada Dinas Kesehatan.
(2) Wewenang dan tanggung jawab penurunan stu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu ole

Penurunam Stunting Kabupaten Langkat,

β)キニ
И
ttIII正二ヽ ilittlξ冨亀Iふ蔦r'dimaksu` paQa

ayat (2) terdiri dari unsur pomorintah, masyarakat,
nkedernisi nraktisi dan nelakrr rrsahn

０
″

つ
）

(4)

(2)

iarvnh
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(a) Tim Penurunan Stundng sebagaimana ciimaksuci pacia

ayat (21bertugas :

a. neel.ah;kan koordinasi dan konaunik-asi efektif Lintas
program dan lintas sektor dalam upaya penurunan
stunting;

b. mengkaji dan menganalisis permasalahan stunting
dan perbaikan gizi;

c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi
dan program penurunan stunting;

d. meiaksanakan cian mengaiokasikan program
penurunan stunting dalam bentuk kegiatan-
1-- -.i - .- -- l- - --1-^l - .-:--1 - --raBB,ra.Lalr yalrts ucrKcraru LrL4r.r;

e. monitoring dan mengevaluasi program penurunan
^+, ,- +;- ^.uLturLur6,

f. memberikan sosialisasi kepada kecamatan-
kecamatan sampai tingkat desa sehubunsan dengan
program penurulnan stunting di Kabupaten Langkat;

g. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang
perencanaan dan pelaksanaan upaya penurunan

" stunting; dan
h. menyampaikan laporan kepada Bupati secara

berkala.
(5) Tim Penurunan Stunting sebagaimana ciimaksuci pacia

ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PENAJAMAN SASARAN WILAYAH PENURUNAN STUNTING

Pasal 17

(1) Dalam ltpaya nenunrnan str:ntino dilakr:kan nenaiaman
sasa.ran wilayah intervensi.

(2) Penajaman sasaran wilayah penurunan stunting
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan
pertimbangan-pertimbangan yang meliputi:
- r.'.- -.,.! I - I -: - -1 'a. LIrrB,B,rIrya arrB,Ka KtrJaurarr sLurrLrrrB;

b. perlunya efisiensi sumber daya;
c, lehih fokrts dalam irnnlernentasi dan efektirritas

percepatan penurunan stunting;
d.pengukuran target pencapaian yang lebih terkenφ 9∠ ;

dan
e. dapat dijadikan dasar perluasan.

..i.
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bAb入

PERAN SERTA l颯 ASYARAKAT

Pasal 18

l.{as3,srdk*g naemiliki kesempatan untuk berperan

seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status
gizi individr:, keh,:arga dan masyarakAt, sesuai dengan

ketentuan peraturan bupati ini.
Dalam rangka penurLrnan stunting dan intervensinya,

masyarakat dapat menyampaikan permasalahan,

masukan dan atau cara pemecahan masalah mengenai
hal-hal di bidang kesehatan dan gizi.

(3) Pemerintah Daerah membina, mendorong dan
menggeraickan swa<iaya masyarakat cii biciang gizi cian
penurunan stunting agar dapat lebih berdaya guna dan
berhasil guna.

BAB XI

PENCATATAI\I DAi\i PELAPO RAi.i

Pasal 19

Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan
kesehatan harus melaksanakan pencatatan dan
-^t^----- - -!.-r:--PErir,yur ialL LrytLJ 47. lJErrLrr Llr..r.a.ll sLLrrrLur5'.

Pemerintah Daerah dan Dinas mendorong tenaga
l:cochatan r!an facili+a^ aalarraa^- lraaalralan ,t^I^-AvDvrleLalr uarr lastllLqo yvrqJ @let rwovarciLca_ir (iialiiiii.

melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi.

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilakukan secara berjenjang.

BAB XH

PENGHARGAAN

Pasa1 20

(1)Pellne五 ntah Daerah dapat rnemberikan penghargaan
kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli
penurLLnan Stunting.

(3)PcmbCrian pcnghargaan scbagailnana dirnaksud pada
ayat(1)dibCrikan pada saat hari―hぶ bcsar nasional
dan/atau hari… hari besar keschatan.

(2)

(3)

(4)




